NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PENGADILAN AGAMA SUMENEP KELAS IA

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

TENTANG

SINERGI PELAYANAN PENGADILAN AGAMA SUMENEP

Nomor : 908 /KPA.W13-A32/HK1.3.1/V1/2025

Nomor : 415.4/..0%...-NK/435.011.3/VI/2025

Pada hari ini Senin, tanggal Tiga Puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Puluh Lima
(30-06-2025), bertempat di Kabupaten Sumenep, yang bertanda tangan di
bawah ini:

L.

II.

MOH. JATIM

ACHMAD FAUZI
WONGSOJUDO

Ketua Pengadilan Agama Sumenep Kelas IA,
berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah
Agung R.I. Nomor 38/KMA/SK.KP4.1.3/1/2024
Tentang Promosi Mutasi Hakim pada Lingkungan
Peradilan Agama, dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama Pengadilan Agama Sumenep Kelas
IA, yang berkedudukan di Jalan Trunojoyo Km.
3 Nomor 300 Sumenep, selanjutnya disebut
PIHAK KESATU.

Bupati Sumenep, berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor:
100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan
Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala
Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Hasil
Pemeilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024



Masa Jabatan 2025-2030, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Pemerintah
Kabupaten Sumenep, berkedudukan di jalan Dr.
Cipto nomor 33, Desa Kolor, Kecamatan Kota
Sumenep, yang selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam
kesepakatan bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut
PIHAK.
PARA PIHAK bersama-sama terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai
berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga vertikal dari Mahkamah Agung
merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaa kehakiman untuk
menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencarian keadilan
perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam. Secara khusus
bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-
perkara di Tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di
bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf , zakat, infaq, shadagah dan
ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama;

2. Bahwa PIHAK KEDUA memiliki kewenangan dalam melaksanakan urusan

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,
Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik



10.
11.

12.

Indonesia;

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak
Ketiga;

Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep;

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK

dalam rangka melaksanakan kegiatan sebagaimana tercantum dalam ruang
lingkup Nota Kesepakatan ini.

(2) Tujuan Nota kesepakatan ini untuk mensinergikan layanan peradilan agama

kepada warga Kabupaten Sumenep yang beragama Islam.



Pasal 2
LOKASI SINERGI
Lokasi sinergi dalam Nota Kesepakatan ini adalah Kabupaten Sumenep.

Pasal 3
OBJEK SINERGI

Lokasi untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan adalah di wilayah Kabupaten
Sumenep.

Pasal 4

RUANG LINGKUP
Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini, meliputi :
(1) Edukasi perkawinan anak;
(2) Pendampingan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) baik

saat berlangsung perkara maupun pasca putusan perkara;

(3) Pemenuhan kebutuhan hak-hak Perempuan dan anak pasca perceraian;
(4) Akses/sinkronisasi data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (untuk
pembebasan biaya perkara);

(5) Pelayanan melalui Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumenep.

Pasal 5
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PARA PIHAK
(1) Tugas dan tanggungjawab PIHAK KESATU, meliputi :

a. Bersama PIHAK KEDUA melakukan edukasi perkawinan anak bagi
warga Kabupaten Sumenep;

b. Bersama PIHAK KEDUA melakukan pendampingan kasus Kekerasan
Dalam Rumah Tangga (KDRT) bagi warga Kabupaten Sumenep;

c. Bersama PIHAK KEDUA berupaya melakukan pemenuhan hak-hak
Perempuan dan anak pasca perceraian;

d. Menerima data Masyarakat Berpenghasilan Rendah di wilayah PIHAK
KEDUA



yang sedang berperkara di lingkungan PIHAK KESATU:;

e. Membebaskan biaya perkara bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Kabupaten Sumenep;

f. Memberikan pelayanan PIHAK KESATU beserta fasilitas penunjangnya
di Mal Pelayanan Publik milik PIHAK KEDUA.

(2) Tugas dan tanggungjawab PIHAK KEDUA, meliputi :

a. Bersama PIHAK KESATU melakukan edukasi perkawinan anak bagi
warga Kabupaten Sumenep;

b. Bersama PIHAK KESATU melakukan pendampingan kasus Kekerasan
Dalam Rumah Tangga (KDRT) bagi warga Kabupaten Sumenep;

¢. Menyampaikan data Masyarakat Berpenghasilan Rendah di wilayah
PIHAK KEDUA yang sedang berperkara di lingkungan PIHAK KESATU
kepada PIHAK KESATU;

d. Menyediakan sarana, prasarana, dan fasilitas untuk pelayanan PIHAK
KESATU di Mal Pelayanan Publik milik PIHAK KEDUA.

Pasal 6
PELAKSANAAN

(1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan yang
bersifat teknis operasional dituangkan dalam Rencana Kerja sebagaimana
terlampir dalam Nota Kesepakatan ini;

(2) Untuk melaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK akan menunjuk
wakil - wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-
masing PTIHAK

(3) Setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan PARA
PIHAK dapat megadakan evaluasi kinerja dan pelaporan pelaksanaan
Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

(1) Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan Sinergi ini
menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan tugas, fungsi dan



kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat
mengupayakan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

(1) Nota kesepakatan ini berlaku untuk jangka 3 (tiga) tahun, terhitung sejak
tanggal ditandatanginnya Nota Kesepakatan ini dan dapat diperpanjang atau
diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Apabila salah satu PIHAK berniat memperpanjang Nota Kesepakatan ini
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberitahukan secara tertulis
kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum
berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

(3) Segala bentuk korespondensi atau surat menyurat yang dilakukan PARA
PIHAK dalam hal pelaksanaan Nota Kesepakatan ini juga menjadi satu
kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 9
FORCE MAJEURE

(1) Force Majeure adalah keadaan-keadaan diluar kekuasaan salah satu PIHAK
atau PARA PIHAK yang mengakibatkan PIHAK dimaksud tidak dapat
melaksanakan Nota Kesepakatan ini yaitu :

a. Bencana alam dan bencana non alam;

b. Pemogokan umum, huru-hara, pemberontakan, perang, dan keadaan-
keadaan lain yang oleh pejabat yang berwenang dinyatakan sebagai Force
Majeure.

(2) Dalam hal terjadi Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka
PIHAK yang mengalami Force Majeure berkewajiban memberitahukan secara
tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari
kalender sejak saat mulainya, begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan
secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang.

(3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan



sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengakibatkan tidak diakuinya
peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Force Majeure.

(4) Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu PIHAK karena
tejadinya Force Majeure bukan merupakan tangung jawab PIHAK lain.

Pasal 10
MONITORING DAN EVALUASI

(1) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, baik secara Bersama-sama atau sendiri-
sendiri, sesuai tugas dan fungsi kewenangannya masing-masing.

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana tersebut pada ayat (2) akan
digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam kerja sama

selanjutnya.

Pasal 11
KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat
disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika
dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan
tanda terimanya atau faksimile atau surat elektronik ke alamat sebagai
berikut:

a. PIHAK KESATU

Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep

Alamat : Jalan Trunojoyo Km. 3 Nomor 300 Sumenep
Telepon : (0328) 662453

E-Mail ! pasumenep@gmail.com

UP : Panitera Pengadilan Agama Sumenep

b. PIHAK KEDUA

Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep



(2)

Alamat : Jalan Dr. Cipto No. 33, Sumenep,

Telepon /Fax -
E-Mail : bagian_tapem@sumenepkab.go.id
UP : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah

Kabupaten Sumenep
Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), PARA PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi
tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK

lainnya dan tidak perlu dilakukan adendum atas Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Nota Kesepakatan Sinergi ini tunduk dan karenanya wajib ditafsirkan
menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
PARA PIHAK sepakat bahwa setiap dan semua perselisihan yang mungkin
timbul sebagai akibat dari penafsiran dan/atau pelaksanaan Nota
Kesepakatan Sinergi ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk
mufakat.

PARA PIHAK sepakat bahwa terhadap perselisihan yang tidak dapat
diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 13
ADDENDUM

(1) Hal-hal yang belum diatur dan atau ingin diubah dalam Nota Kesepakatan

ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan PARA PIHAK dalam bentuk

addendum.

(2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

(3) Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan/kebijakan

nasional yang berdampak signifikan pada pelaksanaan Nota Kesepakatan ini



maka PARA PIHAK akan melakukan pembahasan lebih lanjut.

Pasal 14

PENUTUP
Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap
2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK
KEDUA.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA
PIHAK untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.




Yeue
ueumesjrad
yesaouam
ynjun  efewar
yeue | 1eq 1synpoidas
ueummesrad ue)eyIsay
yesdaduom Iseynpa
ynjyun efewas uenyeow
douswing | 1I8eq 1synpoadax dousmng
uayednqgesy] uejeyasay vwedy
ueleyasay] | YUeIuLIdwod Iseqnpa uenpedu’d | douswng usjednqgey]
seur(g adgdv BAUBUBSYELIY], ewresiag yejunomad
douowing
BUBOUAIY udjedngey
edrenyay] edrem 13eq yeue
uep Jnpnpusd ueumexIad
uenepuasuad douswmng ISeynpa
BLI3S yeuy uajednge)] ueNnyerow
uegunpuriad douowing | e8iem 13eq yeue dauswing
uep uajednqey] ueumesrad euredy Jeue
ueedeproquidd | YBIULIOWI] Isexnpa uenpesuad | dousming uanjedngey] | veumesyrod
seul( adgadv BAUBUEBSYEIY], ewresiog YejuLomad sexnpd | 1
dINTNAS
VINVOV NVII VINVS
gvmave VNVa NVIVIODTH aQvONAd/dANTNAS vraaa
LITA DNNADONVNAL JTENAS LO4LNO NVLVIOEA NILVANEVH dOMONIT | ON
HVILNRITINAd DNVAA
NVILVIDTH VNVONTI

STOZ/IN/E€ T10°SEY/IIN-""/+ ST+ : JoWON

SZOT/IN/T € TH/ZEV-STM'VI3/ : JowoN
: ueyexedoasay eloN uesdurery

dENINNS VINVOV NVIIAVONId NVNVAVIAd IDIANIS DNVIAL
dINTNNS NALVIOEV HVLNRITNId NVONIJ JZTNAS VINVOV NVIIAVONId VAVILNV NVILVIVdISTH V.LON
VOATH VNVONTI

: ted8uey,




Uepesusd

ueueAe[ad dauswng
sunynpusw udyednqey]
Sues eueseid qand
uep eBueles ueueierod
BAUBIDISIdL ‘T (BN P ®©
douswing Auduefunuad
uajednqgey] SEJIISE]
Aqnd ©lI983q
douowing ueuBAR[d ewredy
douoming uajednqey] | e p uerpesudg
earedy | YejuLIdwad | ueuekerad A ueueierad douowing
uenpesudd dagady | ueuesyel1gy ‘1 ueqLIdqUIdA ‘I | ewre8y  ueppeSuad erextad
douomng uesnind
uajenqey] Bosed
ed1em 15eq undnew
(L3a3) e88uey, vreqiod 8
BUBOUAIIG gewny uwereq uns8uer1dq
edrenyoy douswmng UBSBIINIY] jees  yreq
uep mpnpudd udjednqey| snsey (LI
ueepulduad esrem 18eq | ueduidwepuad e33ue],
©l108 Jeuy (Laay) es8uel ueynye[aw yewny
uedunpurniad douowing | yewny  wereq dousming urerep
uep | uajednqey] | UBSBIINIY sSnsey ewedy UBSBINIY
ueeABpIaqmIdd | YBIULIIWId ueSurduepuad uenpesusd | douswng usjednqey] | snsey ued
SBUI(] asdav BAUBUBSYBIY], BuresIag yejuLowad | uiduwrepusad
dousmng
udyednqey
eSrem 18eq yeue
ueumesrad
douswng 1Iseqynp9
udyednqeyy uesnyeow
douswing | eS8rem 13eq yeue dousming
dououing ewredy ueumesrad uljedngey]
ewredy | uenpeSusd ISeqnpa UBJULIdWod douomng
uenpeduadd vdid BAUBUBSHELIY], ewresiag | ewedy  uenppesusdd




YBULIdTWI™d
UEHEIPISIP
sueA

sejqIse]  ®Bp
‘eusreseid
‘eueres 153
Auereyradia
Ep
UBYIS19qa

eAuegdeligg, -

douswing
uayednqey]
Anqnd
uBUBAR[d
e

p douowng
rmredy

uepesusad
Hqnd
ueuBARB[3d
uee
Jeg3usaluad
ejduer
werep
ueuelerad
ISeuLIOoJul
WINSAS

uep ueuede]
sednjad

BAUBIPISIYY, °

douswing
uaednqgey]
HHqnd
ueuBAR[Id
TeN Ip ewresy

uep eueles
BIBYI[AWIW
uep
ueyISIaQqay
edelusy -
dousuwng
uarednqgey]
Aqqnd
ueueAe[ad
|14

ip douswng
ewredy
uenpesusd
ongnd
ueuelejad
uee
re3dduoroluad
eyduel weep
ueueiead
ISBULIOJUT
WIlSAS

uep ueuURAE[
se8njad
UBYBIPIAUIN *
douoming
uaedngeyf
Anand
ueURAR[dd
Tel Ip ewesdy
uerpesuad
euederad
Sunynpuow
3uel
euereseild
uep BueIles

UBYEBIPIAUIN ‘T




NLVSIA JMVHId

vNnaaAa AvHId

douswing
udjedngey]

dousuing
uajednqge)]
JeluLwad
UeNeIpasip
Suel

SejIISe] uep
‘eurreseld




